BAB V
SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan
Pengangkatan JF Inspektur Bandar Udara dan Asisten Inspektur Bandar
Udara Di KOBU Wilayah I Kelas Utama dapat disimpulkan bahwa :
1. Faktor-faktor apa saja yang menghambat, sehingga implementasi
pengangkatan JFIBU dan JFAIBU di KOBU Wilayah | Kelas

Utama belum berjalan dengan baik

a. Komunikasi, kurangnya keterbukaan informasi antar aktor.
Informasi yang sampai kepada kelompok sasaran tidak
menyeluruh;

b. Sumber Daya, masih terdapat calon pemangku JFIBU yang belum
memenuhi kompetensi ITS yang dibutuhkan dalam persyaratan JF;

c. Disposisi, secara keseluruhan kebijakan ini dapat diterima dengan
baik, karena sebagian besar inspektur mengalami kenaikan jenjang
maka terdapat penyesuaian kenaikan grade, dan bagaimana nanti
pelaksanaan AK tidak terlalu menjadi hal yang prioritas bagi
mereka untuk dipertimbangkan.

d. Struktur Birokrasi, sebagai perpanjangan tangan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara (Unit Eselon 1), secara khusus dalam
penelitian ini dalam unit Seksi Pengoperasian Bandar Udara yang
merupakan perpanjangan Direktorat Bandar Udara (Unit Eselon 1)
yang ada di Bandar Udara Soekarno-Hatta, pembinaan terhadap
Jabatan Fungsional bagi Inspektur Bandar Udara di KOBU
Wilayah | Kelas Utama ini kurang mendapat perhatian Khusus.
Evaluasi terhadap pelaksanaan inpassing yang sudah terlaksana
dimana tim POKJA yang dibentuk tidak melibatkan KOBU

Wilayah 1, pengangkatan JF melalui pengangkatan pertama dan
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perpindahan dari jabatan lain terkendala juklak dan juknis yang
sampai saat ini belum ada. Perlu dibuatkan SOP mekanisme
pengangkatan JF Inspektur penerbangan, dengan melibatkan unit
terkait.

2. Strategi  Mengatasi  Faktor  Penghambat  Implementasi
Pengangkatan JFIBU dan JFAIBU di KOBU Wilayah | Kelas
Utama

a.

Interaksi antar aktor, strategi ini memberikan dampak perbaikan
implementasi terhadap hambatan pada faktor penentu komunikasi.
Untuk meningkatkan fungsi koordinasi, dapat membentuk Tim
POKJA penguatan informasi dan melibatkan inspektur Bandar
Udara KOBU Wilayah I;

Kapasitas pelaksana di lapangan, strategi ini berdampak pada
perbaikan implementasi dari faktor penentu sumber daya,
Penyampai informasi baik Kepegawaian dan Organisasi Pusat dan
Direktorat Bandar Udara terkait memahami kebijakan ini sebelum
disampaikan ke kelompok sasaran, jangan sampai ada hal yang
masih menjadi kebingungan, terutama bagaimana mekanisme
pengangkatan ini akan dilakukan, mempersiapkan calon pemangku
JF untuk mengikuti ITS yang dipersyaratkan kemudian dan juga
diklat fungsional, bagi yang belum memenuhi ITS, segera
koordinasikan dengan koordinator ITS KOBU Wil.l;

Strategi penyampaian informasi atau sosialisasi, strategi ini
berhubungan erat dengan perbaikan implementasi pada faktor
penentu komunikasi, meliputi ketepatan sasaran, waktu dan
kualitas dari informasi yang disampaikan. Sasaran artinya sampai
kepada kelompok sasaran yaitu calon pemangku JFIBU dan
JFAIBU KOBU Wilayah | Kelas Utama Soekarno-Hatta, terhadap

ketepatan waktu ada deadline yang terencana sesuai dengan yang
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disosialisasikan, dan berkualitas bahwasannya informasi yang
disampaikan tidak simpang siur, ada konsistensi informasi,
terhadap siapapun informasi itu ditanyakan;

d. Kapasitas organisasi, dalam implementasi kebijakan pengangkatan
JFIBU dan JFAIBU ini, strategi perbaikan hambatan adalah pada
ketepatan struktur SDM yang ditempatkan untuk fungsi pembinaan
bagi Inspektur Bandar Udara secara khusus pemangku dan calon
pemangku JFIBU dan JFAIBU, yang sampai saat ini memang
masih mengandalkan satu orang inspektur yang ditunjuk sebagai
koordinator ITS, dan jumlah ini kurang untuk mengkoordinir para
inspektur di Otoritas Bandar Udara. Selain itu perlu melibatkan
inspektur Bandar Udara KOBU Wilayah | dalam penyusunan
regulasi untuk juklak dan juknis, maupun SOP yang berkenaan

dengan hal tersebut.

B. SARAN
Berdasarkan upaya perbaikan implementasi pengangkatan ke dalam
JF, dapat peneliti sampaikan melalui rekomendasi langkah perbaikan
sebagai berikut :
1. Perbaikan terhadap hambatan dalam faktor komunikasi :

a. Perlunya penguatan dan keterbukaan informasi. Sub Bagian
Evaluasi dan Pengembangan Bagian Kepegawaian dan Organisasi
Setditjen Perhubungan Udara sebagai pembina JF, menyampaikan
sosialisasi secara menyeluruh kepada calon pemangku JF, hal-hal
apa saja yang harus dipersiapkan, sambil menunggu regulasi atau
juklak dan juknis untuk jalur pengangkatan ke dalam JF.

b. Melakukan pemutakhiran portal IMSIS dengan menambah menu :
1) Perpindahan dari Jabatan Lain (JF online) yang memuat

didalamnya korespondensi antar umit terkait, sehingga semua

calon pemangku JF bisa mengakses informasi;
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2) Data Diklat/Training (ITS) terintegrasi, yang memuat training
apa saja yang sudah dimiliki dan apa yang masih harus
dilengkapi, sekaligus sebagai data monitoring bagi Direktorat
terkait untuk pengusulan training terutama yang berkaitan
dengan teknis/keinspekturan.

3) Data kebutuhan JF Inspektur Penerbangan di Direktorat teknis
dan seluruh KOBU Wilayah 1-X, agar calon pemangku JF
mengetahui persebaran jumlah inspektur, dan jika tidak ada
kuota untuk jenjang JF nya, opsi untuk dipindahkan ke unit
lain yang membutuhkan dapat direkomendasikan.

c. Hasil uji kompetensi baik portofolio maupun ujian tertulis dapat
ditampilkan, dan semua dapat mengakses informasi ini.

d. Bagian Kepegawaian KOBU Wilayah | Kelas Utama Soekarno-
Hatta berperan aktif untuk memonitoring kendala SK PNS yang
belum diterima sampai saat ini,

2. Perbaikan terhadap hambatan dalam faktor sumber daya :

Jangka pendek, koordinator ITS KOBU Wilayah I menginventarisir

semua ITS maupun diklat yang berkenaan dengan keinspekturan dari

setiap pegawai, dan mengajukan usulan ke DBU bagi yang belum
memenuhi. Jangka Panjang, jika penambahan menu pada portal IMSIS
dapat direalisasikan, maka data ini menjadi integrasi data antara

KOBU Wilayah | dengan DBU, setiap diklat yang diikuti dapat

langsung diupload sertifikatnya.

3. Perbaikan terhadap hambatan dalam faktor struktur organisasi

a. Menyusun SOP mekanisme pengangkatan inspektur penerbangan
ke dalam JF, yang melibatkan unit terkait dalam penyusunan SOP
ini yaitu seksi Pengoperasian Bandar Udara KOBU Wilayah I,
Kepegawaian KOBU Wilayah 1, Direktorat teknis terkait dan

Kepegawaian dan Organisasi Setditjen Perhubungan Udara.
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b. Melibatkan perwakilan Inspektur Bandar Udara KOBU Wilayah |
Kelas Utama dalam penyusunan regulasi juklak dan juknis JFIBU
dan JFAIBU;

c. Menambah SDM di DBU, yang dapat mengkoordinir pemangku JF
maupun calon pemangku JF, agar lebih fokus dengan banyaknya
inspektur di OBU secara khusus KOBU Wil.l Soekarno-Hatta yang

harus dilayani.
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WILAYAH | KELAS UTAMA SOEKARNO-HATTA

Jabatan

Pangkat

Waktu

Tempat

1. ASPEK KOMUNIKASI

a.

KEJELASAN

Pemahaman terhadap kebijakan (transmisi), pendekatan yang digunakan.
Saluran informasi yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan informasi
dan penyalur informasi memahami apa yang harus disampaikan dan
pelaksana kebijakan tahu apa yang harus mereka lakukan, selain itu Unit
Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara dan Direktorat Bandar Udara memberikan informasi dengan jelas
tentang kebijakan JFIBU dan JFAIBU yang akan dilaksanakan bagi para
inspektur;

KONSISTENSI

Bagaimana intensitas komunikasinya, konsistensi aturan  Unit
Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara dan Direktorat Bandar Udara memberikan informasi yang tepat,
akurat dan konsisten kepada para inspektur supaya dapat memahami

kebijakan yang akan diimplementasikan.

176



2. ASPEK SUMBER DAYA

a. PEGAWAI
Para pelaksana kebijakan memiliki kecakapan dalam
mengimplementasikan kebijakan dan Calon Pemangku JFIBU dan
JFAIBU memenuhi persyaratan untuk diangkat ke dalam JF.

b. SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN
Fasilitas penunjang dalam implementasi kebijakan. Didukung oleh sarana,
prasarana serta anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan

kebijakan;

3. ASPEK DISPOSISI

a. SIKAP DAN PERILAKU
Sikap dan perilaku impelementator dalam mengimplementasikan
kebijakan  ini. ~ Adanya  kesediaan  dari  pelaksana  untuk
mengimplementasikan kebijakan ini dengan penuh kesadaran dan
kepatuhan;

b. KEBEBASAN UNTUK MELAKUKAN DISKRESI
Bagaimana kepatuhan dari implementator dalam implementasi kebijakan,
sejauh mana kebijakan ini dapat dengan bebas untuk menggunakan

diskresi.

4. ASPEK STRUKTUR BIROKRASI

a. PROSEDUR/SOP
Bagaimana prosedur/mekanisme dalam mengimplementasikan kebijakan.
Adanya Standar Operasional Prosedur (Standard Operating Procedures)
sebagai acuan dalam mengimplementasikan kebijakan;

b. FRAGMENTASI BIROKRASI
Bagaimana pengkoordinasian antar pihak-pihak yang terkait dalam
implementasi kebijakan ini. Tidak terjadi difusi tanggung jawab berkenaan

dengan penyebaran tanggung jawab (fragmentasi).
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